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Keywords: Abstract: The introduction of e-government in the late 1990s
Administration aimed to improve the efficiency, transparency and accountability of
E-Government public administration. Leveraging information technology to
introduction democratize information management and improve public service

delivery. Key objectives include building an easily accessible public
service network, fostering better government-business relations
and ensuring transparent governance. Although e-government can
empower citizens and improve the quality of services, challenges
such as bureaucratic complexity and inadequate service standards
remain, especially in developing countries such as Indonesia.

Kata Kunci: Abstrak: Penerapan e-government pada akhir tahun 1990-an
Administrasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan
E-Government akuntabilitas administrasi pelayanan publik. Memanfaatkan
Penerapan teknologi informasi untuk mendemokratisasi pengelolaan

penerapan  informasi dan  meningkatkan  pelayanan
publik. Sasaran utamanya meliputi membangun jaringan layanan
publik yang mudah diakses, membina hubungan pemerintah-
bisnis yang lebih baik, dan memastikan tata kelola yang
transparan. Meskipun e-government dapat memberdayakan
warga negara dan meningkatkan kualitas layanan, tantangan
seperti kompleksitas birokrasi dan standar layanan yang tidak
memadai tetap ada, terutama di negara berkembang seperti
Indonesia.

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi keharusan dalam tata kelola pemerintahan
modern. E-Government merupakan bentuk inovasi digital yang bertujuan meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi melalui pemanfaatan teknologi
informasi. Dalam konteks pelayanan publik, e-Government menjadi alat strategis untuk
memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau kepada masyarakat.
Penerapan e-Government juga merupakan bentuk inovasi digital yang efektif dalam

meningkatkan kualitas pelayanan publik di era modern. Meski dihadapkan pada sejumlah
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tantangan, penerapan yang konsisten dan adaptif terhadap perkembangan teknologi
akan membawa manfaat besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih

responsif, transparan, dan efisien.

Dalam penerapan konsep goverment di Indonesia masih banyak terdapat
problematika yang didapat. Salah satunya adalah problem secara demokrasi, yang mana
masyarakat masih belum merasa terwakili oleh DPR karena partisipasi terhadap pemilu
misalnya, hal itu masih menjadi sesuatu hal yang harus diperbaiki dalam informasi
publik. Keadaan yang memberi fakta bahwa kurangnya partisipasi masyarakat telah
mengurangi peran legitimasi pemerintah penerapan pada Goverment masih menjadi

suatu hal yang terbilang sebagai cita-cita yang semu (Dwijowijoto, 2003).

Tinjauan Literatur

Literatur yang ada menggarisbawahi bahwa e-Government merupakan inovasi
digital yang strategis untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun, keberhasilannya
sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan
dukungan regulasi. Studi-studi sebelumnya mendukung bahwa e-Government dapat
mempercepat transformasi birokrasi ke arah yang lebih efisien, transparan, dan
responsif. Adapun konsep Heeks (2001) menyatakan bahwa e-Government merupakan
pemanfaatan teknologi informasi, khususnya internet, untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, transparansi, dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan.
UNESCO (2005) mendefinisikan e-Government sebagai aplikasi TIK dalam fungsi-fungsi

pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik.

Penerapan e-government kini bukan lagi merupakan sebuah opsi, melainkan telah
menjadi suatu keharusan bagi setiap negara yang ingin mewujudkan pemerintahan yang
lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi ini dalam lingkup pemerintahan memiliki
peran penting karena dapat memperlancar komunikasi antara pemerintah pusat dan
daerah, maupun antar pemerintah daerah. Selain itu, e-government juga memperkuat
interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan e-government

menjadi langkah wajib dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta sebagai
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bagian dari perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good

governance (Muliawati, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu untuk
menggambarkan dan memahami secara mendalam bagaimana penerapan e-Government
dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Pendekatan
ini menekankan pada pemahaman konteks, proses, dan makna di balik fenomena.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh
Creswell (2022), yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna yang
dibangun oleh individu atau kelompok terkait permasalahan sosial atau manusia.
Pendekatan ini bersifat naturalistik dan interpretatif, di mana peneliti menjadi instrumen
utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Menurut Creswell, metode kualitatif tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi
juga pada proses, konteks, serta perspektif partisipan yang menjadi subjek penelitian.
Dengan demikian, penelitian ini berusaha menggali secara menyeluruh pengalaman dan
pandangan informan guna memperoleh pemahaman yang kaya dan kontekstual terhadap

fenomena yang diteliti (Creswell, 2022).

Hasil Penelitian

Penerapan e-government dalam institusi publik mulai diperkenalkan pada akhir
dekade 1990-an di negara-negara maju. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
administrasi publik menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Teknologi
informasi telah menghapus batasan negara dan menjadikan manajemen informasi lebih
demokratis. E-government juga berkontribusi pada good governance dan meningkatkan
partisipasi masyarakat. Ini berfungsi untuk memperbaiki manajemen internal dan
meningkatkan pelayanan publik melalui otomatisasi. Secara umum, e-government
bertujuan untuk merevitalisasi sistem pemerintahan dan meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pelayanan Publik
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Menurut Abidin (2002) E-government merupakan sistem yang berbasis internet
dan digunakan pemerintah untuk mengelola berbagai informasi serta layanan publik.
Contoh penerapan e-government bisa dilihat dari kemudahan masyarakat dalam
membayar tagihan listrik atau mengurus izin usaha secara mandiri melalui sistem
informasi. Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
Pengembangan e-government mencakup pengelolaan data secara elektronik dan
pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan publik oleh

masyarakat.

Tujuan utama pengembangan e-government adalah membangun jaringan
informasi dan pelayanan publik yang berkualitas serta dapat diakses dengan mudah di
seluruh daerah. Di samping itu, e-government juga bertujuan memperkuat hubungan
antara pemerintah dan sektor bisnis, menyediakan jalur komunikasi dengan lembaga

negara, dan menciptakan sistem manajemen pemerintahan yang transparan serta efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan dimaksudkan
untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan meningkatkan taraf
kesejahteraan. Keberhasilan implementasi bergantung pada kepemimpinan yang efektif
dan strategi teknologi yang tepat, serta didukung oleh elemen-elemen seperti prosedur
kerja yang sistematis, sumber daya manusia yang kompeten, investasi teknologi yang

memadai, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

E-government memberikan berbagai keuntungan, antara lain peningkatan
kualitas pelayanan, hubungan yang lebih baik antara pemerintah, sektor bisnis, dan
masyarakat, pemberdayaan warga melalui keterbukaan informasi, serta pelaksanaan
pemerintahan yang lebih cepat dan efisien—misalnya, akses informasi yang tersedia

selama 24 jam dan percepatan dalam pengurusan dokumen penting.

Indrajit (2006) menegaskan bahwa manfaat utama dari e-government adalah
terwujudnya pemerintahan yang lebih akuntabel. Dengan tersedianya akses informasi
yang lebih luas, kinerja pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien, serta mampu

memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan
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teknologi informasi dalam e-government juga diharapkan menciptakan pemerintahan
yang transparan, meminimalkan praktik korupsi, dan meningkatkan efisiensi di berbagai

proses pemerintahan (Prof. Eko Indrajit, 2006).

Pelayanan Publik yang Efektif dan Komunikatif

Setiap warga negara Indonesia umumnya perlu berinteraksi dengan lembaga
pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan administrasi publik. Pelayanan
publik merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. Undang-undang tersebut
menegaskan pentingnya penyelenggaraan layanan yang berkualitas guna mendukung
praktik demokrasi, penegakan hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi, keharmonisan
sosial, serta penanggulangan kemiskinan. Namun, pada kenyataannya, mutu pelayanan
publik masih sering mengecewakan, khususnya dalam pengurusan dokumen seperti KTP,

SIM, IMB, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang belum merata.

Salah satu penyebab utama rendahnya kualitas pelayanan publik adalah
kompleksitas birokrasi dan ketiadaan standar pelayanan yang baku. Struktur birokrasi di
Indonesia kerap kali berbelit-belit dan tidak efisien, sehingga proses pelayanan menjadi
lambat, sulit, dan berbiaya tinggi. Tanpa adanya acuan standar yang jelas, aparatur
pemerintah juga mengalami kesulitan dalam memberikan layanan yang optimal. Di
negara berkembang seperti Indonesia, tersedianya layanan publik yang memadai

menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting (Dwijowijoto, 2003)

Memasuki era informasi, pelayanan publik dihadapkan pada berbagai tantangan,
terutama dalam hal hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Pada masa lalu,
pemerintah memiliki peran dominan, sedangkan warga hanya menjadi penerima layanan,
meskipun kualitasnya sering tidak memuaskan. Banyak masyarakat merasa kecewa
karena pelayanan terkesan berpihak kepada kelompok tertentu, sementara komunikasi
dari pihak pemerintah sering kali tidak terbuka dan kurang efektif. Seiring berjalannya
waktu, tuntutan perbaikan terus muncul, khususnya terkait cara komunikasi dan tata

kelola pelayanan. Pelayanan publik dituntut agar lebih inklusif dan mampu menjangkau
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seluruh warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Diskusi

Meskipun e-Government telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik, kenyataannya masih terdapat kendala birokrasi yang lambat dan tidak
efisien di berbagai daerah di Indonesia. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
tujuan ideal e-Government dengan implementasi di lapangan. E-Government adalah
solusi modern untuk meningkatkan pelayanan publik, namun tanpa dukungan struktur
birokrasi yang adaptif, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan yang kuat, inovasi ini
sulit mencapai tujuannya. Perlu adanya sinergi antara teknologi dan perubahan budaya

birokrasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, atau e-government,
adalah sistem berbasis internet yang digunakan pemerintah untuk mengelola informasi
dan layanan publik. Contohnya termasuk kemudahan masyarakat dalam membayar
tagihan listrik dan mengurus izin usaha secara mandiri. Tujuan utama e-government
adalah menciptakan jaringan informasi dan layanan publik berkualitas yang mudah
diakses di seluruh daerah. Selain itu, e-government juga bertujuan memperkuat
hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis, menyediakan komunikasi dengan

lembaga negara, serta menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien.

Keberhasilan e-government bergantung pada kepemimpinan, strategi teknologi,
serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. E-government menawarkan berbagai
keuntungan seperti peningkatan kualitas layanan dan hubungan yang lebih baik antara
pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Menurut Indrajit, manfaat utama e-government

adalah pemerintahan yang lebih akuntabel dengan akses informasi yang lebih luas.

Namun, pelayanan publik di Indonesia masih memiliki masalah, seperti birokrasi

yang rumit dan kurangnya standar layanan. Hal ini mengakibatkan proses pelayanan yang
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lambat dan tidak efisien. Dalam era informasi, pelayanan publik harus menghadapi
tantangan baru, dan diharapkan dapat berkomunikasi lebih baik serta lebih inklusif

untuk seluruh warga negara.
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